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ABSTRAK 

PENERAPAN HUKUM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN  
NO 13 TAHUN 2003 TERHADAP PENJATUHAN PEMBERIAN  

PESANGON BAGI KARYAWAN 
( Studi Putusan Nomor 124/G/2011/Phi.Mdn) 

 
OLEH 

NONI ZULKARNAIN  
NPM : 16.840.0128 

 

 Tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam peningkatan pembangunan pada 
umumnya dan pertumbuhan industri pada khususnya. Tenaga kerja memiliki kedudukan 
yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, oleh karena itu seluruh 
kegiatan yang dilakukan tenaga kerja akan mengandung aspek hubungan sosial, hubungan 
hukum, hubungan interm organisasi yang menimbulkan hak dan kewajiban dan 
dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu 
persoalaan yang terdapat pada tenaga kerja adalah Perselisihan Hubungan Industrial, Salah 
satu permasalahan dalam perselisihan hubungan industrial (PHI) yaitu Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja, menurut Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (25) definisinya adalah pengakhiran 
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 
kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Terhadap hal tersebut maka peneliti 
mengangkat permasalahan mengenai bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya 
pemutusan hubungan kerja dan apa saja hambatan-hambatan dalam Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan 
mengkaji studi dokumen, melalui sifat penelitian yang deskriptif analisis studi kasus 
Nomor : 124/G/2011/PHI.Mdn yang mengarah pada penelitian hukum normatif. Adapun 
teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan, kemudian hasil data tersebut dianalisis menggunakan metode 
kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian hasil data tersebut dianalisis menggunakan 
metode kepustakaan dari berbagai buku, sumber bacaan, perundang-undangan dan 
wawancara. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
bukan hanya di faktori oleh para pengusaha/majikan, ada beberapa faktor lainnya yang 
mempengaruhi termasuk faktor dari pihak pekerja/buruh. Tidak juga dipungkiri dalam 
proses pelaksanaan pemutusan hubungan kerja memiliki kendala dan hambatan yang 
dilandasi dari pihak pengusaha/majikan, pekerja/buruh dan juga lembaga Penyelesaian 
Hubungan Industrial (PHI) 

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Pemberian Pesangon dan Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 13 YEAR 2003 TOWARDS  
THE IMPOSITION OF SEVERANCE PAY FOR EMPLOYEES  

(Case Study Of Medan State Court  Number : 124/G/2011/PHI.Mdn.) 
 

BY 
NONI ZULKARNAIN 

NPM : 16.840.0128 

 
Labor is backbone of increasing development in general and industrial growt in 

particular. Labor has very important position as an agent and development goal, therefore, 
all activities carried out by personnel have aspects of social relations, legal relations, 
organization relationships that create rights and obligations and, implementing in 
according to the values of Pancasila. One of the labor issues is industrial relations 
disputes, about termination of employment. The issues of termination of employment 
according to law Number 13 Of year 2003 Concerning Employment Article 1 Number 25 
the definition is the termination of employment due to a certain thing that results in the 
termination of rights and obligations between workers / laborers and employers. Therefore, 
the researcher raises the issue of how the factors causing the termination of employment 
and what are the obstacles in termination of employment. This research used a type of 
normative juridical research by examining document studies, through the descriptive 
nature of the case study analysis Number: 124 / G / 2011 / PHI.Mdn, which leads to 
normative legal research. The techniques used in data collection through library research 
and field research, then the results of the data are analyzed using the literature and field 
research methods, then the results of the data are analyzed using the literature method 
from various books, reading sources, laws and interviews, then analyzed qualitatively. 
Termination of Employment is not only factored by employers, there are several other 
factors that also influencer factor, including factors of the workers / laborers, in the 
process of terminating employment there are obstacles and obstacles based on the 
employers, workers / laborers and also the Industrial Relations Settlement Institution. 
 
 

Keywords : Employment, Severance Pay and Termination of Employment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi sekarang ini, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan 

yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Landasan 

konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan disebut  pada pembukaan dan 

batang tubuh Undang- Undang Dasar 1945 . Dalam batang tubuh yang ada 

relevansinya dengan masalah ketenagakerjaan ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara 

berhak atas pekerjaanya dan penghidupan yang layak bagi kemanusian.” 

Tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam peningkatan pembangunan, pada 

umumnya. Pertumbuhan industri pada khususnya. Oleh karena itu seluruh kegiatan 

yang dilakukan tenaga kerja akan mengandung aspek hubunga sosial, hubungan 

hukum, dan hubungan interm organisasi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban 

dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandang dalam Pancasila.1 

Permasalahan tenaga kerja dari tahun ke tahun menarik perhatian banyak pihak. 

Permasalahan tenaga kerja yang menimbulkan konfilik-konflik pada buruh. 

Permasalahan tenaga kerja atau buruh merupakan permasalahan yang khas kita 

dengar bagi Negara berkembang,termaksud Indonesia . Terkait dalam hal tersebut, 

                                                             
1  Djumani, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 

Hlm 7 
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Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.  

Jika ditinjau dari filsafat hukum,pada hakikatnya masalah hukum ketenagakerjaan 

atau perburuhan tidak terlepas dari masalah keserasian nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat. Nilai-nilai itu meliputi : 

a. Menghargai 

b. Menghormati 

c. Gotong royong dan segala sesuatu yang dianggap baik lainnya dalam masyarakat. 

Hubungan hukum ( Rechtsbetrekkingen) adalah hubungan antara dua subyek 

hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan 

kewajiban dan hak pihak lain hukum mengatur hubungan antara hubungan orang satu 

dengan orang yang lain,antara orang dengan masyarakat,antara masyarakat satu 

dengan yang lain, jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individdu 

dengan individu, dan anatar individu dengan masyarakat dan seterusnya. 

Soeroso menyatakan bahwa hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau 

lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak da kewajiban yang satu 

berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.2 

Logemann berpendapat bahwa tiap hubungan hukum terdapat pihak yang 

berwenang atau berhak meminta prestasi yang disebut dengan Prestatie Subject dan 

pihak yang wajib melakukan prestasi disebut Plicht subject. 

 

 
                                                             

2  https://m.hukumonline.com,Diakses pada tanggal 13 Februari 2019 , Pukul 20:04 Wib 
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Dilihat dari hubungannya , hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Hubungan hukum bersifat privat adalah hubungan antara individu satu dengan 

individu yang lain yang bertumpuh pada kepentingan perseorangan. 

2. Hubungan hukum bersifat publik adalah hubungan Negara dengan 

warganegaranya atau Negara dengan alat kelengkapan. 

Perjanjian kerja merupakan awal terjadinya hubungan industial antara pekerja dan 

pengusaha. Salah satu hal yang penting yang diatur dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan adalah mengenai perjanjian kerja sebelum memulai sebuah 

pekerjaan dalam sebuah hubungan kerja. Pekerja dan pengusaha terlebih dahulu harus 

membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu yang didalamnya mengatur mengenai 

hak dan kewajiban para pihak. 

Pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata menunjukan bahwa hubungan 

antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan atasan dan bawahan serta adanya 

wewenang perintah yang membedakan antara perjanjian-perjanjian lainnya. 

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (4) adalah perjanjian antara pekerja atau buru dan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban 

para pihak. 

Didalam perjanjian kerja mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. 

Perjanjian kerja juga akan mengatur jalannya sisitem kerja yang akan dijalani oleh 

pekerja berdasarkan syarat-syarat kerja. Perjanjian kerja merupakan turunan dari 
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perjanjian pada umumnya, namun masing-masing perjanjian mempunyai ciri khusus 

yang membedakan perjanjian lainnya. 3 

Pada dasarnya, semua perjanjian memiliki ketentuan umum yaitu mengenai asas-

asas perjanjian, syarat sah perjanjian, subjek, dan objek perjanjian . 

Adapun yang menjadi dasar dari pembuatan perjanjian kerja yaitu :4 

1. Kesepakatan kedua bela pihak. 

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. 

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. 

4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertenttangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Hubungan kerja dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara bagian-

bagian atau individu baik antara mereka didalam organisasi maupun antara mereka 

dengan pihak luar organisasi sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi 

masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Hubungan kerja 

mempunya tujuan terciptanya kemudahan serta kelancaran pelaksanaan tugas 

pekerjaan setiap orang dan setiap unit karena adanya kesadaran bahwa setiap orang 

atau unit lain serta timbulnya semangat saling bantu.5 

Hubungan kerja juga dapat diartikan suatu hubungan yang timbul antara pekerja 

dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelum oleh pihak yang bersangkutan. 

                                                             
3  Cristoforus Valentino Alexander Putra,  Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja , 2017 

.Vol 39 No 1 
4  www.grewnews.com, Diakses tanggal 20 Februari 2019, Pukul 15.00 Wib 
5 Ernawati,  Pengaruh Hubungan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Pegawai Dalam 

Motivasi Kerja Sebagai Variabel Moderating, Vol 10 No 2  Oktober 2010,  Fakultas Ekonomi 
Universitas Slamet Riya. Surakarta 
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Didalam hubungan kerja terdapat 4 unsur yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 

angka 4 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yaitu :6 

1. Kerja adalah hubungan yang ada pekerjaan tertentu sesuai dengan kesepakatan 

pernjanjian. 

2. Upah adalah pengusaa berkewajiban membayar upah dan pekerja berhak atas 

upah dari pekerjaan yang dilakukan. 

3. Perintah adalah satu pihak yang memberikan perintah dan pihak yang lainnya 

berkewajiban melaksanakan perintah.  

4. Adanya waktu ( tijd ) yang ditentukan ( dapat tanpa batas waktu / pension atau 

berdasarkan waktu tertentu 

Menurut Hartono Widodo dan Judiato hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan 

pengarahan tenaga kerja atau jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang 

lain yang memerintahnya (pengusaha dan majikan) sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati.  

Menurut Tjepi F.Aloewir mengemukakan bahwa pengertiian hubungan kerja 

adalah hubungan yang terjalin antara pengusaa dan pekerja yang timbul dari 

perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu.  

Hubungan kerja sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Ketenagakerajan 

Pasal 1 angka (15) menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara 

pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai 

unsur upah, pekerja, dan perintah. Pengertian menurut Undang-Undang 

                                                             
6 Asri Wijayanti , Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 36 
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Ketenagakerjaan tersebut didasarkan oleh suatu perjanjian kerja yang merupakan 

salah satu bentuk perjanjian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. 

Hubungan Kerja adalah Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kerja dan 

penerima kerja,hubungan kerja dapat terjadi karena menjalankan pekerjaan dan 

karena menjalankan perusahaan7 

Macam-macam hubungan kerja menurut Siwa Ultima Kadarmo.8 

1. Hubungan kerja vertical 

2. Hubungan kerja horizontal 

3. Hubungan kerj diagonal 

4. Hubungan kerja fungsional 

5. Hubungan kerja informative 

6. Hubungan kerja konsulatif 

7. Hubungan kerja direktif 

8. Hubungan kerja koordinatif. 

Permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kerja adalah permasalahan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Umar Kasim mengemukakan bahwa berakhirnya 

hubungan kerja bagi bepekerja kehilangan mata pencaharian yang berarti pula 

permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya. 

Dalam Hubungan kerja tidak terhindari adanya Perselisihan Hubungan Industrial 

(PHI). Didalam Undang-Undang Peselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (1) 

                                                             
7  Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus, 

Kencana, Jakarta,  2008,  Hlm 101. 
8  Sry Rosita,  Pengaruh Hubungan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil, Universitas Jambi. 
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menyebutkan bahwa Perselisihan Hubungan industrial  adalah perbedaan pendapat 

yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 

dengan pekerja/buruh atau serikat/pekerja mengenai hak perselisihan 

kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerjadan perselisihan antar serikat 

pekerja/serikat buru dalam satu perusahaan.9 

Jika diperhatikan pengertian Pemutusan Hubungan Industrial diatas berarti ada 

empat jenis Perselisihan Hubungan Industrial yaitu: 

1. Perselisihan Mengenai hak 

2. Perselisihan kepentingan 

3. Perselisihan hubungan kerja 

4. Perselisian antar serikat pekerja  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 

(25) menjelaskan definisi dari pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hak dan 

kewajiban antara buruh dan pekerja. 

Pemutusan hubungan kerja (PHK) pada dasarnya merupakan masalah yang 

kompleks karena mempunya kaitannya dengan pengganguran,kriminalisasi,dan 

kesempatan kerja.Sehubungan dengan akibat dari pemutusan hubungan 

kerja,Prof.Imam Soepomo menulis menyatakan bahwa: 

“Pemutusan hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaan dari segala 

pengakhiran, yaitu permulaan dari berakirnya mempunya pekerjaan dan permulaan 

dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya”. 

                                                             
9 Afnil Guza , Himpunan Undang-Undang Ketenagakerjaan , Hlm 4 
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Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan total karyawan yang 

terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 

2018 mencapai hampir 1 juta orang.10 

Dalam prakteknya pemutusan hubungan kerja terjadi karena berakhirnya waktu 

yang telah ditetapkan dalam perjanjian,tidak menimbulkan permasalahan terhadap 

kedua belah pihak. Berbeda dengan halnya pemutusan hubungan kerja yang terjadi 

karena adanya perselisihan dan adanya pemutusan hubungan kerja tanpa sebab yang 

jelas dimana, pengusaha atau majikan tidak melakukan pemberitahuan terlebih 

dahulu sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja dan tidak disertai alasan-

alasan yang menyebabkan dilakukannya pemutusan hubungan kerja. 11  Lebih lagi 

pekerja atau buruh yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang 

lemah jika dibandikan dengan kedudukan pihak pengusaha atau majikan. 

Saat masa kerja seorang berakhir atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), 

pihak perusaaan atau pemberi kerja idealnya wajib menyerahkan sejumlah uang atau 

yang biasa disebut dengan pesangon karyawan, Pemberian ini disebut juga dengan 

uang pesangon. 

Kebijakan tentang pemberian uang pesangon karyawan oleh perusahaan telah 

diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (1) tentang 

ketenagakerjaan yang berbunyi: 

                                                             
10  Https://mm.cnnindonesia.com. Diakses 21 Februari 2019 Pukul 20:11 Wib 
11  Asyahadie, Zeini, Pemutusan Hubungan Kerja, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta 2008 , 

Hlm 173 
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“Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha diwajibkan 

membayar uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya 

diterima”. 

Semua hak yang diterima pegawai terkait dengan perolehan uang pesangon telah 

diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga pegawai tidak perlu 

khawatir tidak mendapatkan uang pesangon perusaaan jika terjadi pemutusan 

hubungan kerja. 

Awal mula terjadinya perselisian hubungan industrial berdasarkan putusan 

didalam penelitian ini adalah penggugat bernama Tito Radityo yang bekerja sebagai 

karyawan PT Telkomsel sejak tanggal 10 Angustus 2004 diberentikan tanggal 07 

Februari 2011. Tito merasa pemberhentian dirinya merupakan pemutusan hubungan 

kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pimpinan PT Telkomsel. Tito merasa 

Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pada dirinya merupakan sebuah 

pelanggaran karena dalam pemecatan dirinya yang dilakukan Pimpinan PT Telkomsel 

dilakukan tanpa adanya surat teguran, peringatan terlebih dahulu kepada penggugat. 

Merasa ada sebuah pelangggaran yang terjadi Tito Radityo mendaftarkan 

kasusnya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Tanggal 

24 Oktober 2011 dengan Nomoe : 124/G/PHI.Mdn. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul : “ Penerapan Hukum 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Penjatuhan  

Pemberian Pesangon Bagi Karyawan (Study Putusan Nomor : 

124/G/2011/Phi.Mdn. Di Pengadilan Hubungan Industrial Medan)” 
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B. Perumusan Masalah 

 Dalam Penulisan skripsi pasti ada ditemukan permasalahan yang akan dibahas 

dan akan diteliti oleh si penulis . Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini 

adalah : 

1. Bagaimana faktor- faktor terjadinya pemutusan hubungan kerja? 

2. Bagaimana hambatan- hambatan terjadinya pemutusan hubungan kerja? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi pemutusan hubungan kerja 

2. Untuk mengetahui hambatan- hambatan terjadinya pemutusan hubungan 

kerja. 

D. Manfaat Penelitian   

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

pengentahuam ilmu pengetauan khususnya melakukan pemutusan hubungan kerja 

yang baik dan sesuai dengan aturan yang ada. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih 

mendalami mengenai tata cara melakukan pemutusan hubungan kerja dan 

aturan yang ada yang mengatur tentang syarat dan akibat hukum yang 

timbul didalam suatu perbuatan hukum. 
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b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan 

bermanfaat bagi pihak khususnya para praktifi hukum. 

E. Hipotesis 

Hipotesis yang diartikann suatu yang berupa dugaan atau perkiraan yang masih 

harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya,atau berupa pemecahan masala 

untuk sementara waktu.12 Adapun hipotesis penulis dalam permasalaan yang dibahas 

adalah sebagai berikut : 

1. Faktor- faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan alasan 

pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat diatur didalam Pasal 158 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentanng ketenagakerjaan . 

2. Hambatan- hambatan terjadinya pemutusan hubungan kerja seringkali 

terkendala pada proses perundingan yang memakan waktu panjang, bahkan 

ada yang mencapai waktu satu tahun untuk mencapai kesepakatan dari  kedua 

belah pihak. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12  Syamsul Arifin, Metode Penulisan Karya Ilmia dan Penelitian Hukum, Medan Area 

University press.2012, Hlm 38. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A Tinjauan Umum Ketenagakerjaan 

1  Pengertian Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi 

karena tenaga kerja merupakan salah satu balas jasa faktor produksi. Dalam istilah 

Badan Pusat Statistik pada tahun 2007, beberapa istilah ketenagakerjaan dipahami 

sebagai dasar dalam memahami masalah tersebut di Indonesia diantanya yaitu :13 

a) Tingkat partisipasi angkatan kerja yang merupakan indicator yang dapat 

menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang 

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi  

b) Tingkat pengangguran terbuka  

c) Penyerapan tenaga kerja yaitu mereka yang terserap diberbagai lapangan kerja 

pada suatu periode. 

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan 

dan mengkoordinasikan kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh 

hukum diintegrisikan sedemikian rupa seingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan 

sekecil-kecilnya.  

                                                             
13  Muhdar HM, Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Di Indonesia, Vol 

11 No 1, Juni 2015. 
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Fungsi dari hukum juga menciptakan keteraturan, sebab keteraturan merupakan 

tulang punggung dari timbulnya hubungan-hubungan sosial yang mengalir dengan 

tertib. 

Beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai hukum 

perburuhan,diantara lain adalah : 14 

a. Menurut Mok  

Hukum perburuhan ( Arbeids recht ) adalah hukum yang berkenaan dengan 

pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan 

pengidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu. 

b. Menurut Molenaar  

Hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya 

mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha,antara tenaga kerja dengan 

tenaga kerja, dan antara tenaga kerja dan pengusaha. 

c. Menurut Mr M.G Lavenbach  

Hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja , 

dimana pekerja itu dilakukan dibawa pimpinan dan dengan penghidupan langsung 

bersangkut oaut dengan hubungan kerja itu. 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perburuhan 

memilki unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis 

                                                             
14  Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan,  PT Grafindo Persada,  Jakarta,  2003, 

Hlm 22 
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2) Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha / 

majikan 

3) Adanya orang yang bekerja pada dan dibawah pimpinan orang lain, dengan 

mendapat upah sebagai balasan jasa 

4) Mengatur perlindungan pekerja atau buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid, 

hamil, melahirkan, keberadaan organisasi, pekerja atau buruh dan sebagainya 

Beberapa istilah yang digunakan dalam aturan ketenagakerjaan menurut Pasal 1 

Undang-Undang ketenagakerjaan yaitu : 

1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja ada 

waktu sebelum, selama dan sesudah, masa kerja. 

2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

mengasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. 

3) Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. 

4) Pemberi kerja adalah orang perseorangan , pengusaha,badan hukum,atau badan-

badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. 

5) Pengusaha adalah  

a. perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 

perusahaan milik sendiri, bukan miliknya; 

b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara  berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 
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c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia. 

6. Perusahaan adalah : 

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum. Baik  milik 

swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

b. usaha-usaha sosial dan usaha–usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

memperkejakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

  

2  Asas – Asas Hukum Ketenagakerjaan 

Peraturan perundang-undangan bukanlah opini atau artikel akademis yang dibuat 

berdasarkan pendapat atau teori semata. Apabila seseorang ingin menyusun peraturan 

perundang-undangan yang baik, maka seseorang perlu memiliki pengetahuan dan 

keterampilan untuk menyusunnya 

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui 

meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, sejalan antara jenis, hierarki dan materi 

muatan, dapat dilaksanakan, efektifitas dan efisiensi, kejelasan rumusan, dan 

keterbukaan.15 

Dalam hukum ketenagakerjaan terdapat asas-asas yang digunakan sebagai 

landasann filsofis yang mana mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

                                                             
15 Https://setkab.go.id,  Diakses Tanggal 13 Maret 2019, Pukul 19:20 Wib 
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1945, terutama Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan , 

menurut Pasal 3 menganut asas-asas sebagai berikut: 

 

1. Asas Manfaat  

Asas ini mempunyai arti untuk memberikan manfaat bagi para pengusaha, 

buruh,pemerintah dan masyarakat. 

2. Asas Usaha Bersama Dan Kekeluargaan 

Asas ini mempunyai pengertian dalam demokrasi ekonomi dimaksud juga usaha 

bersama perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam perekonomian 

Indonesia. 

3. Asas Demokrasi 

Asas ini mempunyai maksud dari pengambilan keputusan harusla diambil 

berdasarkan hasil musyawara bersama. 

4. Asas Keterbukaan 

Asas yang memiliki arti membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar , jujur dan tidak diskriminatif 

5. Asas Adil dan Merata 

Asas yang menempatkan seseorang pada kedudukan yang sama serta untuk semua 

orang , bukan hanya terbatas pada kewilayahan , suku, bangsa, ras, agama, dan 

lain sebagainya 

6. Asas Kemitraan kerja 
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Asas yang mengandung arti bahwa pengusaha dan pekerja/buruh adalah sebuah 

mitra kerja dalam proses produksi yang mana keduanya harus bekerja sama saling 

membantu dalam kelancaran usaha perusahaan 

7. Asas Keterpaduan 

Asas dalam kordinasi fungsioal lintas sektoral pusat dan daerah 

8. Asas Non Disriminasi 

Asas dalam hal ini bentuk pengupahan yang mana, pengupahan laki-laki dan 

perempuan untuk pekerjaan yang sama mendapat upah atau nilai yang sama. 

3 Dasar Hukum Ketengakerjaan 

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan 

dan mengkoordinasikan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum di 

integrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukannya bisa ditekan sekecil-kecilnya. 

Fungsi dari hukum juga menciptkan keteraturan, sebab keteraturan merupakan tulang 

punggung dari timbulnya hubungan-hubungan sosial yang mengalir dengan tertib.  

Tujuan hukum perundang-undangan menurut Jeremy Betham adalah 

menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat untuk itu peraturan perundang-undangan 

harus berusaha mencapai empat tujuan hukum yaitu : 

a) To provide substance untuk memberi nafkah hidup 

b) To provide abundance untuk memberikan makanan berlimpah 

c) To provide security untuk memberikan perlindungan 

d) To attain equalitiy untuk mencapai persamaan perkembangan 
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Menurut Shamad sumber hukum ketenagakerjaan terdiri atas:16 

1. Peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, dalam arti materill dan formil) 

2. Adat dan kebiasaan 

3. Keputusan pejabat atau badan pemerintahan 

4. Traktat 

5. Peraturan kerja (yang dimaksud adalah peraturan perusahaan ) dan 

6.Perjanjian kerja, perjanjian perburuhan, atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). 

Vinogradoff menyatakan bahwa ketertiban merupakan syarat bagi 

berlangsungnya hubungan-ubungan antara sesame anggota masyarakat. 

“ Apabila seseorang bisa mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atas kerugian 

tetangganya dengan cara mencopet rotinya, maka sulitlah jadinya untuk menegakkan 

suatu masyarakat yang bersifat bersahabat antara sesame anggota masyarakat”. 

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang 

melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 23 

ayat (2) UUD 1945 “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa “ perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan” 

pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran 

hak asasi manusia. 

Secara umum Undang-Undang Tenaga Kerja yang paling utama ada pada 

Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Dulu bernama Rancangan Undang-Undang 

                                                             
16 Abdul Hakim, Dasar Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, PT Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2016,  Hlm 19 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



19 
 

(RUU) Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan sekarang menjadi Undang-

Undang Ketenagakerjaan sejak disahkan pada tahun 2003. Dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 terdapat 193 Pasal. 

Dasar Hukum Ketengakerjaan adalah : 

a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh 

(lembaran Negara tahun 2000 nomor 131, tambahan lembaran Negara nomor 

3889). 

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(lembaran Negara tahun 2003 nomor 39, tambahan lembaran negara nomor 

4279). 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial, Undang-undang ini mencabut : 

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian 

perselisihan perburuhan (lembaran negara tahun 1957 Nomor 42, 

tambahan lembaran negara Nomor 1227). 

2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan keja 

di perusahaan swasta ( lembaran negara tahun 1964 nomor 93, tambahan 

lembaran negara nomor 2686). 

3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja 

4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja 

d. Peraturan Lain 

Peraturan lain yang dimaksud adalah peraturan yang lebih rendah 

kedudukannya dengan undang-undang, peraturan tersebut antara lain: 
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1) Peraturan Pemerintah 

Peraturan ini ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan lebih lanjut 

ketentuan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 

5 ayat 2 Undang-undang dasar 1945, yang menyatakan presiden 

menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang 

sebagaimana mestinya. 

2) Keputusan Presiden 

Merupakan keputusan yang ditetapkan oleh presiden yang berisi keputusan 

bersifat khusus atau mengatur hal tertentu saja 

3) Peraturan atau Keputusan Instansi Lain  

Dimana dalam bidang ketenagakerjaan suatu instansi ataupun pejabat  tertentu 

diberi kekuasaan membuat peraturan tertentu diberi kekuasaan membuat 

peraturan atau keputusan tertentu yang berlaku bagi umum 

Langkah Indonesia yang secara sungguh-sungguh untuk menanggulangi 

penyimpangan dalam dunia ketenagakerjaan sangat baik dengan munculnya Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan membuka mata 

masyarakat akan political will pemerintah dalam lapangan hukum ketenagakerjaan 

yang mempunya tujuan yang luhur bagi perlindungan hukum tenaga kerja dalam hal. 

a) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi. 

b) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 

c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 
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d) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. 

B. Tinjauan Umum Tenaga Kerja 

1 Pengertian Tenaga Kerja 

Permasalahan tenaga kerja atau perburuhan merupakan permasalahan yang khas 

kita dengar bagi Negara berkembang khusunya Indonesia. Terkait dalam hal tersebut, 

pemutusan hubungan kerja salah satunya. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang perlindungan hukum 

bagi tenaga kerja. 

Secara yuridis dalam hukum ketenagakerjaan kedudukan pengusaha dan pekerja 

adalah sama dan sederajat, namun secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu 

kedudukan antara pekerja atau bisa dikatakan juga sebagai buruh dengan pengusaha 

tidak sama dan seimbangan. Karena seringkali pekerja/buruh berada pada posisi yang 

lemah.17 

Sedangkan menurut DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar 

Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau 

sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan 

lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktisis pengertian 

tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur18 

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

                                                             
17  Fenny Natalia Khoe, Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani 

Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan,  Jurnal Ilmia Mahasiswa Universitas Surabaya Volume 2 Nomor 1, 2013, Hlm 3. 

18 Sendjun H Manulung,  Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, PT Rineka 
Citrra, Jakarta, 1998,  Hlm 03 
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menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. 

Pengertian diatas, konsep pekerja/buruh adalah setiap pekerjaatau setiap buruh 

yang terikat dalam hubungan kerja dengan orang lain atau majikannya, jadi 

pekerja/buruh adalah mereka yang telah memiliki status sebegai pekerja, status 

sebagai pekerja, status mana diperbolehkan setelah adanya hubungan kerja 

 Pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain,pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha , 

badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk pengusaha adalah : 

a) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 

perusahaan. 

b) Orang perorangan, persekutuaan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 

menjalankan perusahaan bukan miliknya. 

c) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia 

mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang 

berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

d) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik 

seseorang, milik persekutuan, atau milik badan hukum , baik milik swasta  

maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar 

upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

e) Usaha-usaha sosial dan usaha lainnya yang mempunya pengurus dan 

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



23 
 

lain. Klasifikasi tenaga kerja adalah pengkelompokan akan ketenagakerjaan yang 

sudah tersusun berdasarkan criteria yang sudah ditentukan. Yaitu: 

Berdasarkan Penduduknya  

1. Tenaga kerja 

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yangdianggap dapat bekerja dan 

sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga 

Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia 

antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. 

2. Bukan tenaga kerja 

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang diangggap tidak mampu dan tidak mau 

bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga kerja 

Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk diluar usia, yaitu mereka yang 

berusia dibawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun . Contoh kelompok ini adalah 

para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak 

Berdasarkan batas kerja 

1. Angkatan Kerja 

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 taun yang 

sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang suda aktif 

mencari pekerjaan 

2. Bukan Angkatan Kerja 

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun keatas yang 

kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh 
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kelompok ini adalah anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang 

cacat, dan para pengangguran sukarela. 

Berdasarkan Kualitasnya 

1. Tenaga kerja terdidik 

Adalah tenaga kerja yang memerlukan jenjang pendidikan yang tinggo. 

Misalnya dokter, guru, isyinyur dsb. 

2. Tenaga Kerja Terlatih 

Adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman. Misalnya 

supir, montir dsb. 

3. Tenaga kerja Tidak Terdidik dan terlatih 

Adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaanya tidak memerlukan pendidikan 

ataupun pelatihan terlebih dahulu. Misalnya tukang sapu, tukang sampah. 

Istilah pekerja menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunya definisi yaitu 

orang yang bekerja pada pemerintahan atau perusahaan. Sedangkan pekerja menurut 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000 menetapkan bahwa pekerja 

adalah tenaga kerja yang bekerja dengan pengusaha dengan menerima upah. 

Dari keputusan menteri tersebut pekerja mempunya unsur- unsure sebagai 

berikut: 

1. Tenaga Kerja 

a. Setiap orang yang mampu melakuka pekerjaan 

b. Adanya suatu pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa 

c. Tujuan melakukan pekerjaan 

2. Bekerja Pada Pengusaha 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



25 
 

Pekerja dalam melakukan kewajiban harusla mengikuti perintah maupun aturan 

dari pengusaha, demikianla pula pengusaha juga harus mengikuti harkat dan martabaj 

dari pekerjaannya itu sehingga hubungan kerja dapat terjalin dengan baik. 

3. Adanya Upah 

Upah diberikan kepada pekerja sebagai suatu kewajiban dari pengusaha yang 

telah melakukan kewajibannya. 

Tenaga kerja adalah tunggung punggung dalam peningkatan pembangunan , 

pada umumnya, pertumbuhan industri pada khususnya, oleh karena itu seluruh 

kegiatan yang dilakukan tenaga kerja akan mengandung aspek hubungan sosial, 

hubungan hukum dan hubungan antar organisasi yang dapat menimbulkan hak dan 

kewajiban dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila.19 

Menurut Bellante dan Jackson mengemukana bahwa produktifitas akan 

mengalami peningkatan manakala penggunaan terhadap tenaga kerja juga mengalami 

peningkatan. 

2 Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja 

Pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh permintaan tenaga kerja dan penawaran 

tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan produksi barang dan jasa 

yang dilakukan oleh perusahaan dan lembaga pemerintah. 

                                                             
19 Djumadi , Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja,  PT Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 2004, 

Hlm 7. 
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Menurut Sandjun Manulang, tenaga kerja memiliki peran penting bagi 

pembangunan, sehingga sudah wajar jika diadakan perlindungan hukum bagi pekerja 

melalui perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraannya.20 

Menurut Sumarsono, Permintaan Tenaga Kerja dipengaruhi : 

a) Perubahan tingkat upah akan mempengarui rendahnya biaya produksi 

perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi 

hal-hal berikut: 

a Naiknya tingkat upah akan meningkatkan produksi perusahaan yang 

selanjutnya akan meningkat pula harga per-unit barang yang diproduksi. 

Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila 

kenaikan harga barang, yaitu mengurangi komsumsi atau bahkan tidak lagi 

mau membeli barang yang bersangkutan. 

b   Apabila upah naik (Asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak 

berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat 

modal untuk proses produksinya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambaan penggunaan mesin-

mesindisebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau Substitution Effect 

b) Faktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja 

Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi  dari yang bersangkutan. 

Apabila permintaan hasil prduksi perusahaan meningkat, maka produsen cenderung 

untuk menambah kapasitas produksinya. 

                                                             
20 Shinta Kumala Sari, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) Di CV Shofa Marwah,  Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta , 2011, Hlm  13. 
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Apabila harga barang-barang modal turun, maka biaya produksi akan turun 

dan tentunya mengakibatkan pula harga jual per-unit barang akan turun dan 

keadaanya produksi barang bertambah. Keadaan ini menyebabkan bergesernya kurva 

permintaan tenaga kerja relatif bertambah. 

3 Perlindungan Tenaga Kerja. 

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah menjamin berlangsungan sistem 

hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat 

kepada pihak yang lemah, untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan 

perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Menurut Soepomo dalam Asikin perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga 

macam, yaitu : 

a. Perlindungan Ekonomis 

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam  bentuk penghasilan yang cukup, 

termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendak 

b. Perlindungan Sosial 

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan 

kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk organisasi 

c. Perlindungan Teknis 

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan 

kerja. 
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Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum 

ketengakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan di antaranya mengatur hal itu, yakni : 

 

 

1. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan menurut 

Pasal 4 huruf c 

2. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi utnuk 

memperoleh pekerjaan menurut Pasal 5 

3. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuaan yang sama tanoa 

diskriminasi dari pengusaha menurut Pasal 6 

4. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau 

mengembangkan kompotensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya melalui pelatihan kerja menurut Pasal 11  

5. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan 

kerja sesuai dengan bidang tugasnya menurut Pasal 12 ayat (3) 

6. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, 

mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di 

dalam atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam 

atau di luar negeri menurut Pasal 31 
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7. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 

kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat 

dan martabat manusia serta nilai-nilai agama menurut Pasal 86 ayat (1) 

8. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusia menurut Pasal 88 ayat (1) 

9. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial 

tenaga kerja menurut Pasal 99 ayat (1) 

10. Setiap pekera/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 

pekerja/serikat buruh menurut Pasal 104 ayat (1). 

Adapun dasar hukum perlindungan tenaga kerja antara lain :21 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan 

Dari Republik Indonesia 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaa 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

dll. 

C. Tinjauan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

1     Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

                                                             
21 Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Keteagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, PT Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2018, Hlm 99. 
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Perselisihan hubungan kerja yang terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

sering mengarah  pada terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 25 menjelaskan bahwa pemutusan hubungan 

kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang 

mengakibatkan berakirnya hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja  dan 

pengusaha 

Ada beberapa pengertian para ahli memberikan definisi tentang pemutusan 

hubungan kerja diantaranya adalah :22 

a. F.X Djulmaldji mengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah 

pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha 

b. Muc Nurachmad mengartikan bahwa pemutusan hubungan kerja merupakan  

pengakiran hubungan kerja suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha 

c. D. Danny H.Simanjuntak mengatakan pemutusan hubungan kerja adalah 

pengakiran hubungan kerja antara pengusaha dengan karyawan pekerja, yang 

disebabkan oleh sejumlah faktor penting. 

Ditjen PHI 2017, sepanjang tahun kasus perselisihan hubungan industrial 

mencapai 1.320 perselisihan, yang didalamnya terdapat perselisihan pemutusan 

hubungan kerja. 

                                                             
22 Much Nurachman, Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon , Dan Dana 

Pensiun,  Jakarta: Visimedia, Cet, ke-1,  2009,  Hlm 63 
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Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, memuat kemungkinan salah 

satu pihak mengakhiri perjanjian melalui pemutusan hubungan kerja yakni apabila : 

a. Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Hubungan kerja diakiri tanpa 

penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial, hal ini dimuat dalam Pasal 

162) 

b. Pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Hubungan kerja diakhiri 

melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dalam 

hal ini pengadilan hubungan industrial, namun pengusaha melakukan 

perundingan dengan karyawan atau serikat pekerja terlebih dahulu, hal ini termuat 

dalam Pasal 151 dan 152. 

c. Pekerja mengajukan permohonan Pemutusan hubungan kerja kepada perselisihan 

hubungan industrial, dengan alasan pengusaha ,menganiaya, mengina secara 

kasar, atau mengancam pekerja, menyuruh pekerja melakukan perbuatan yang 

melanggar Undang-Undang terlambat membayar upa 3 bulan berturut-turut atau 

lebih tidak melakukan kewajiban yang dijanjikan memerintah pekerja melakukan 

pekerjaan diluar yang diperjanjikan atau memberikan pekerjaan yang membahaya 

jiwa keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan dan pekerjaan tersebut tidak 

dicantumkan pada perjanjian, hal ini termuat dalam Pasal 169. 

Menurut Abdul Khakim, pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh disebebkan 

oleh dua hal : 

a. Karena permintaan pengunduran diri (Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003) 
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b. Karena permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pengadilan 

Hubungan Industrial (PHI)  (Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003) 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikenal beberapa jenis pemutusan 

hubungan kerja, yakni 

1. Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum 

Pemutusan hubungan kerja demi hukum adalah pemutusan hubungan kerja yang 

terjadi dengan sendirinya menurut hukum. Pasal 1603e KUHPerdata menyebutkan 

bahwa hubungan kerja berakhir demi hukum, jika habis waktunya yang ditetapkan 

dalam perjanjian dan dalam peraturan perundang-undangan atau jika semuanya itu 

tidak ada, menurut kebiasaan. Berdasarkan ketentuan pasal 154 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 penyebab pemutusan hubungan kerja demi hukum adalah 

a. pekerja buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah 

dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya 

b. berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waku tertentu 

(PKWT) untuk pertama kali 

c. pekerja/buruh telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (PKB), atau peraturan 

perundang-undangan 

d. pekerja/buruh meninggal dunia. 

2. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan 

Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan adalah tindakan pemutusan hubungan 

kerja karena adanya putusan hakim pengadilan. PHK ini sebenarnya merupakan 
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akibat dari adanya sengketa antara buruh dan majikan yang berlanjut sampai 

pengadilan. 

 Pemberian Pesangon 

Pesangon adalah uang kompensasi yang harus dibayar oleh perusahaan / 

pengusaha bila terjadi PHK terhadap karyawan/pekerjanya. Campur tangan 

pemerintah dibutuhkan guna menciptakan hubungan perburuhan/ketenagakerjaan 

yang adil, karena jika hubungan antar pekerja dan pengusaha yang berbeda secara 

sosial ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk 

menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan ketenagakerjaan akan sulit 

tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah.23 

Ketentuan pesangon dapat kita jumpai dalam Pasal 156 ayat (1)  Undang-Undang 

No 13 Tahun 2003 yang menyatakan dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja 

(PHK), pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan 

masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima. 

Semua hak yang diterima pegawai terkait dengan perolehan uang pesangan telah 

diatur dalam dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, sehingga pegawai tidak perlu 

khawatir tidak mendapatkan uang pesangon dari perusahaan jika terjadi pemutusan 

hubungan kerja. 

Perhitungan menurut Pasal 156 ayat ( 2 ) Undang-undang Ketenagakerjaan dan 

Keputusan Menteri Tenaga kerja RI,No Kep-150/Men/2000:24 

a) Masa kerja kurang dari 1 tahun uang pesangon adalah 1 bulan upah 

                                                             
23  Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta, 

2000 hlm 32. 
24 https://hukumonline.com,  Diakses tanggal 30 Februari 2019,  Pukul 22:38 Wib 
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b) Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun uang pesangon adalah 

2 bulan upah 

c) Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun uang pesangon adalah 

3 bulan upah 

d) Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun uang pesangon adalah 

4 bulan upah 

e) Masa kerja 4 tahun atau lebih  tetapi kurang dari 5 tahun uang pesangon 

adalah 5 bulan upah 

f) Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun  uang pesangon 

adalah 6 bulan 

g) Masa kerja  6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun uang pesangon 

adalah 7 bulan 

h) Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun uang pesangon adalah 

8 bulan upah 

i) Masa kerja 8 tahun atau lebih uang pesangon adalah 9 bulan 

Untuk mengetahui rumus perhitungan uang penghargaan masa kerja, kita merujuk 

pada ketentuan dalam Pasal 156 ayat ( 3 ) Undang-Undang ketenagakerjaan:  

a) Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah 

b) Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah 

c) Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah 

d) Masa kerj 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun , 6 bulan upah 

e) Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah 

f) Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah 
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g) Masa kerja 24 tahun atau lebih , 10 bulan upah. 

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitunga uang pesangon, terdiri 

atas: 

1. Upah pokok 

Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada 

pekerja/buruh dan keluarganya termaksud harga pemberilan dari catu yang 

diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus 

dibayar pekerja atau buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap 

selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh 

pekerja/buruh 

3  Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja 

Dalam Pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, diatur ketentuan mengenai pengakhiran hubungan kerja (PHK), 

baik oleh pengusaha yang sudah tidak bersedia menerima pekerja/buruh atau oleh 

pekerja/buruh yang tidak bersedia melanjurkan hubungan kerja karena terjadinya 

corporate action berupa perubahan status (change in the status of the enterprise), 

penggabungan (merger), peleburan (fusi konsilidasi ) atau perubahan kepemilikan 

take over, akuisisi. 

Didalam Undang-Undang No 2 Tahun 2004 dijelaskan bahwa perselisihan 

hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan 

antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja 

karena adanya perselisian mengenai hak, perselisian kepentingan, perselisihan 
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pemutusan hubungan kerja dan perselisian antar serikat pekerja / serikat buruh dalam 

satu perusahaan. 25 

 Teknis pelaksanakan prosedur pemutusan hubungan kerja dalam Pasal 163 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada dasarnya merujuk pada ketentuan 151 

ayat (2) dan (3),bawa setiap pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan sesuai 

mekanisme bipatri, baik perundingan mengenai alasan dilakukannya pemutusan 

hubungan kerja maupun perundingan yang menyangkut hak-hak atau kewajiban yang 

harus ditunaikan. Apabila perundingan sebagaimana dimaksud gagal, maka hanya 

dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja setelah memperoleh penetapan izin dari 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan 

Industrial.26 

Adapun mekanisme dari pemutusan hubungan kerja dari Penyelesaian 

Perselisian Hubungan Industrial (PPHI) adalah :27 

a) Perundingan Bipatri antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja,jika 

dalam tahap ini kedua pihak sepakat memutuskan hubungan kerja berikut 

dengan segala hak dan kewajibannya, maka tidak ada masalah 

b) Apabila perundingan bipatri seperti yang dijelaskan pada poin satu, menemui 

jalan buntu, maka para pihak mencatatkan perselisihan itu ke instansi 

ketenagakerjaan setempat.nantinya, pegawai intansi itu akan menawarkan 

pekerja dan pengusaha untuk memilih proses mediasi atau konsiliasi. Jika 

                                                             
25 Sutedi Adrian, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika. 2009 
26  https ://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13245/mekanisme-pelaksanaan-Pasal 

163-uu-no 132003. Diakses tanggal 16 maret 2019,  Pukul 19.20 Wib 
27  https://fsntbindonesia.wordpress.com/2010/03/09/mekanisme-phk,  Diakses 24 Maret 

2019,  Pukul 19:20 Wib 
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proses mediasi atau konsiliasi itu membuahkan kesepakatan , maka 

kesepakatan itu dituangkan dalam sebuah perjanjian bersama. Perjanjian itu 

harus didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial ( PHI ). Apabila 

dikemudian hari ada pihak yang melanggar perjanjian bersama, maka pihak 

yang merasa dirugikan bisa langsung memohonkan eksekusi ke Pengadilan. 

c) Tapi kalaw proses mediasi atau konsiliasi masih juga mentok, para pihak bisa 

membawa perselisihan itu ke Pengadilan Hubungan Industial untuk diputuskan 

nantinya , pihak yang merasa tak puas dengan putusan Pengadilan Hubungan 

Industrial bisa langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 

Prosedur yang harus ditempuh oleh pihak pengusaha dalam mengadakan 

pemutusan hubungan hubungan kerja dengan seseorang adala sebagai berikut : 

a) Setiap perselisihan hubungan industrial yang terjadi di perusahaan pada 

tingkat pertama harus diselesaikan secara musyawarah antara serikat pekerja 

atau pekerja itu sendiri dengan pengusaha sebagai langkah awal penyelesaian. 

Penyelesaian secara bipattri adalah penyelesaian yang paling baik karena 

penyelesaian dilakukan di kalangan sendiri. 

b) Bila perundingan itu mengahasilkan kesepakatan maka kesepakatan itu 

dituangkan menjadi suatu kesepakatan persetujuan bersama. 

c) Jika tidak tercapai perundingan bipatri, maka kedua belah pihak mengajikan 

atau memilih diselesaiakan melalui perantara, antara lain mediasi, konslasi, 

arbitrase 
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d) Pegawai perantara mengadakana penyelesaian tentang duduk perkara 

perselisihan, memanggil pihak-pihak yang berselisih, dan mengusahakan 

menyelesaikan secara damai. 

e) Apabila perselisihan tersebut tidak diselesaikan oleh pegawai perantara, maka 

salah satu pihak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan 

Industrial. 

f) Pengajuan gugatan harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau 

konsiliasi. 

g) Pengadilan negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja 

setelah menerima gugatan, harus sudah menetapkan Majelis Hakim yang 

terdiri atas ketua, dan hakim anggota. 

h) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majelis 

Hakim harus sudah melakukan siding pertama dengan dihadiri oleh pihak 

penggugat dan tergugat 

i) Hakim berusaha mendamaikan kedua bela pihak 

j) Apabila tidak dapat didamaikan, Majelis Hakim memberikan putusan 

penyelesaian perselisian hubungan industrial dalam waktu selambat-

lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama. 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pemutusan hubungan kerja ( 

PHK) atau perjanjian kerja berakhir apabila : 

a) Pekerja meninggal dunia 

b) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja 
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c) Adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunya kekuatan 

hukum tetap atau 

d) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan,atau perjanjian kerja bersama yang dapat 

menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 

Jadi pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang 

ditentukan wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/ 

buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. 

 Dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan memuat  hal apa 

perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja ,perusahaan dilarang 

melakukan PHK dengan alasan :28 

a) Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter 
selama waktu tidak melampuai 12 bulan secara terus menerus 

b) Pekerja berhalangan menjalanan pekerjaannya,karena memenuhi kewajiban 
terhadap Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

c) Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya 
d) Pekerja menikah 
e) Pekerja perempuan hamil,melahirkan,gugur kandungan atau menyusui 

bayinya. 
f) Pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja 

lainnya didalam suatu perusaaan , kecuali telah diatur dalam perjanjian 
kerja,peraturan perusaaan,atau perjanjian kerja bersama. 

g) Pekerja mendirikan menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja melakukan 
kegiatan serikat pekerja diluar jam kerja atau didalam jam kerja atas 
kesepakatan perusahaan, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dala 
perjanjian kerja,peraturan perusahaan,atau perjanjian kerja bersama. 

h) Pekerja yang mengadukan perusahaan kepada yang berwajib mengenai 
perbuatan perusahaan yang melakukan tindak pidana kejahatan. 

                                                             
28 Guus Heerma Van Voos dan Surya Tjadra , Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan 

Indonesia,  Pustaka Larasan,  Denpasar,  2012, Hlm 35 
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Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, 
jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan. 

i) Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit 
karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka 
waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. 

 
Dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang ketenagakerjaan, pengusaa dapat melakukan pemutusan hubungan 

kerja apabila pekerja/buruh melakukan kesalahan berat, sebagai berikut :29 

a. Melakukan Penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang 

milik perusahaan. 

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan 

perusahaan. 

c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau 

mengedarkan narkotika, prikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan 

kerja. 

d. Melakukan perbuatan asusila dan perjunian di lingkungan kerja. 

e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau 

pengusaha di lingkungan kerja. 

f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan 

bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan. 

                                                             
29 Ibid.Hlm  
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h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha 

dalam keadaan bahaya ditempat kerja. 

i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharuskan 

dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara. 

j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana 

penjara (lima) tahun atau lebih. 

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pihak 

perusahaan dapat melakukan PHK dalam berbagai kondisi seperti : 

a) Pengunduran Diri Secara Baik-Baik Atas Kemauan Sendiri 

Bagi pekerja yang mengundurkan diri secara baik-baik tidak berhak mendapat 

uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2, yang bersangkutan juga 

tidak berhak medapatkan uang penghargaan masa kerja sesuai ketetntuan 

Pasal 156 ayat (3) tetapi berhak mendapatkan uang penggantian hak mendapat 

1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) 

b) Pengunduran Diri Secara Tertulis Atas Kemauan Sendiri Karena Berakhir 

Nya Hubungan Kerja 

Bagi pekerja kontrak yang mengundurkan diri karena masa kontak berakhir, maka 

pekerja tersebut tidak mendapat uang pesangon sesuai Pasal 154 ayat (2) dan uang 

pengjargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) juga pisah tetapi berhak 

atas penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) 

Untuk mengundurkan diri, pekerja harus memenuhi syarat yaitu: 

1) Pekerja wajib ajukan permohonan selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya. 

2) Pekerja tidak memiliki ikatan dinas. 
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3) Pekerja tetap melaksanakan kewajiban sampai mengundurkan diri. 

3 Pengunduran Diri Karena Mencapai Usia Pensiun 

Mengenai batasan usia pensiun perlu disepakati antara pengusaha dan pekerja 

yang dituangkan dalam perjanan kerja bersama atau peraturan perusaaan. Batas usia 

pensiun yang dimaksud adalah penetuan usia berdasarkan usia kelahiran dan 

berdasarkan jumlah tahun masa kerja. 

4 Pekerja ditahan pihak berwajib 

Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja 

setelah 6 (enam) bulan tidak melakukan pekerjaan yang disebabkan masih dalam 

proses pidana. Untuk pemutusan hubungan kerjaa ini tanpa harus ada penetapan dari 

lembaga penyelesaian hubungan industrial tetapi apabila pengadilan memutuskan 

perkara pidana sebelum 6 (enam) bulan dan pekerja dinyatakan tidak besalah, 

perusahaan wajib mempekerjakan kembali. 

5 Perusahaan mengalami kerugian 

Apabila perusahaan bangkrut atau tutup karena mengalami kerugian secara terus 

menerus selama 2 (dua) tahun, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan 

kerja terhadap pekerja. Syaratnya adalah harus ada membuktikan kerugian tersebut 

dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakir yang telah di audit oleh akuntan 

public. Dan perusahaan wajib memberikan uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan dan 

uang penggantian hak. 
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Pekerja atau buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada 

lembaga penyelesai perselisihan hubungan industrial dalam pengusaha melakukan 

perbuatan sebagai berikut :30 

1) Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh 
2) Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
3) Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan 

berturu-turut atau lebih 
4) Tidak melakukan kewajiban yang telah djanjikan ke pekerja/buruh 
5) Memerintah pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang telah di 

perjanjikan atau 
6) Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan. 

Dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerja terbut tidak dicantumkan 
pada perjanjian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Lihat Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A . Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Juni 2019 setelah 

dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline. 

No Kegiatan 

Bulan/Minggu 

KeteranganApril Juni Januari Maret 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan Judul                                   

2 Acc Judul                                   

3 Pengajuan Proposal                                   

4 Seminar Proposal                                   

5 Perbaikan Proposal                                   

6 Acc Perbaikan                                   

7 Penelitian                                   

8 Penulisan Skripsi                                   

9 Bimbingan Skripsi                                   

10 Pengajuan Berkas Meja Hijau                                   

11 Meja Hijau                                   
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2 Tempat Penelitian  

Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A. 

D. Metedelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normative yaitu metode penelitian yang 

mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti 

peraturan, perundang-undangan, keputusan  pengadilan,teori hukum dan dapat juga 

berupa pendapat para sarjana. 

a) Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara mengkaji dengan 

melihat   Undang-Undang yang berlaku , Hukum Perdata (Burgerlijk 

Wetboek). 

b) Data sekunder adalah data yang mecakup dokumen-dokumen resmi ,buku-

buku hukum, data On line, hasill-hasil penelitian berupa laporan hukum, 

jurnal hukum. 

c) Data tersier adala suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat 

berupa kamus hukum, dan biografi. 

2 Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah 

deskriptif analisis dari studi kasus Nomor : 124/G/2011/PHI.Mdn. Studi kasus adala 

penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang 

mengarah pada penelitian hukum normative, yaitu suatu bentuk penulisan hukum 

yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada 

karakteristik ilmu hukum yang normatif. 
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Sifat penilitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang 

seteliti munkin dilakukan di Pengadilan Negeri Medan mengambil beberpa data dan 

dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi. 

3 Teknik Pengumpulan Data. 

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data,yakni : 

a) Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan 

berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian 

ilmiah, artikel ilmiah,media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan 

materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung 

data primer dan data sekunder. 

b) Penelitian Lapangan  (Field Research) yaitu  dengan melakukan penelitian 

langsung kelapangan . Dalam Hal ini penelitian langsung melakukan penelitian ke 

Pengadilan Negeri Medan dengan cara wawancara. 

 4 Analisa Data 

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode 

penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil 

data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, 

majalah maupun media massa, Perundang-undangan dan wawancara.31  Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini selanjunya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu 

dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan Putusan 

Pengadilan No 124/G/PHI.Mdn 

                                                             
31 Syamsul Arifin , Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Hukum , Medan Area University 

Pres.2012, Hlm 40 
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Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam 

terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan putusan Pengadilan Nomor 

124/G/PHI.Mdn. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu 

permasalahan dalam penelitian ini. 

Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelolah, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain . Analisis adalah penelaahan untuk mencari pola (Paterns). Pola disini 

lebih mengacu pada pola budaya ( culturan patterns) bukan semata-mata situasi 

sosial suatu domain culturan ( culturan domain) adalah kategori makna cultural yang 

menyangkut kategori-kategori yang lebih kecil.32 

 

 

 

 

 

                                                             
32 https//bersukacitalah.wordpress.com/tag/tahap-tahap-analisis-kualitatif, pukul 11.30  Wib 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian, 

maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Didalam perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK) 

merupakan permasalahan yang memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, 

sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 faktor- 

faktor tersebut terdiri dari faktor dari pihak pekerja/buruh dan pihak 

pengusaha/majikan. Faktor dari pihak pekerja/buruh seperti kondisi pengunduran 

diri secara baik-baik atau kemauan sendiri, sudah sampai masa pensiun, serta 

pekerja ditahan dikantor polisi dll. Faktor pemutusan hubungan kerja dari pihak 

pengusaha/majikan berupa perusahaan mengalami kerugian sehingga melakukan 

rasionalisasi atau restrukturisasi perusahaan, perusahaan menutup usaha di 

Indonesia dll. 

2. Hambatan-hambatan yang terjadi saat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ada 3, 

yakni dari pihak internal yaitu pekerja/buruh, pihak eksternal yakni 

pengusaha/majikan dan hambatan dari belum optimalnya fungsi lembaga 

penyelesaian hubungan industrial.  
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B Saran 

1. Banyak faktor yang menjadi alasan terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial 

(PHI) antara pekerja/buruh dengan Pengusaha/majikan berupa Pemutusan 

Hubungan Kerja, adapun faktor-faktor tersebut lebih baik di minimalisir dan 

diperkecil kemungkinan akan adanya pemutusan hubungan kerja agar dapat  

mengurangi persentase tingkat pemutusan hubungan kerja dan pengangguran  di 

Indonesia.  

2. Hambatan-hambatan dalam proses pemutusan hubungan kerja ada banyak hal dan 

dari beberapa pihak, baik hambatan dari pihak pekerja/buruh, pihak 

perusahaan/majikan maupun hambatan dalam lembaga  penyelesaian hubungan 

industrial. Adapun beberapa hambatan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk 

mengurangi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses penyelesaian 

pemutusan hubungan kerja dan harus direalisasikan secara konsisten, baik, dan 

bertanggung jawab sesuai dengan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang 

sudah diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 
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